BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA KUPANG, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota
Kupang belum dilakukan secara maksimal. Hal ini terlihat dari belum
dilaksanakannya sosialisasi tentang kebijakan penanganan sampah termasuk
tujuan, maksud, dan ketentuan-ketentuan di dalamnya serta manfaat dan
bahaya yang diakibatkan oleh sampah secara integral dan terarah kepada
masyarakat sebagai sasaran kebijakan (target group). Penyampaian informasi
yang dilakukan oleh implementor yakni dari Dinas Kebersihan selama ini
adalah mensosialisasikan isi Perda ini kepada lurah untuk kemudian di
sampaikan kepada masyrakat. Selama ini yang dilakukan lurah juga hanya
menekankan pada himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya.
Sarana penyaluran informasi juga tidak dimanfaatkan secara baik. Hal ini
mengakibatkan masih kurangnya pemahaman masyrakat tentang pengelolaan

sampabh.
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2 Dinas Kebersihan Kota Kupang sampai saat ini masih kekurangan kuantitas
dan kualitas sumber daya manusia yang dimilkinya. Hal ini ditunjukan dengan
kekuatan sumber daya manusia yang belum mencukupi berbagai sektor kerja
yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan Kota Kupang. Hai ini
mengakibatkan belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di
bidangnya masing-masing.

3 Kecilnya anggaran operasonal yang dimiliki Dinas Kebersihan Kota Kupang
menyebabkan kegiatan operasional di lapangan tidak dapat dilakukan secara
optimal. Setiap kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh dinas kebersihan
sejauh ini masih sangat minim.

4 Fasilitas penunjang setiap kegiatan operasional yang harus dimiliki oleh
aparat di lapanganmasih sangat terbatas misalnya kendaraan pengangkut
sampah, TPS agar masyrakat mengumpulkan sampah yang dihasilkan dan
mengadakan alat berat penghancur sampah. Minimnya anggaran operasional
menjadi alasan utama belum dapat dilakukannya pengadaan berbagai fasilitas
tersebut.

5 Para implementor memiliki komitmen dan dukungan yang sangat besar
terhadap kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari penyelesaian tugas dan
tanggung jawab tidak semata-mata karena tugas fungsional yang diemban
namun lebih terlihat sebagai bentuk komitmen dan dukungan mereka dalam
melaksanakan tugas walaupun tidak didukung dengan fasilitas dan sumber
daya financial yang memadai.
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6 Fragmentasi tugas dan tanggung jawab Perda No 3 tahun 2011 belum berjalan
dengan baik. Hal ini terlihat dari belum adanya kerja sama yang baik antara
pemerintah (Dinas Kebersihan), Lurah serta Rt dan Rw dalam mendukung
pencapaian tujuan dari perda penanganan sampah. Hal ini terlihat ari kurang
rutinnya lurah dan Rt serta Rw dalam mensosialisasikan tentang pentingnya
menjaga kebersihan lingkungan kepada masyarakat juga kurang rutinnya
kegiatan nyata seperti kerja bakti untuk membersihkan lingkungan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka saran penulis dalam
kaitannya dengan imlementasi Perda Nomor 3 tahun 2011 adalah
1. Pemerintah Kota Kupang, secara khusus Dinas Kebersihan Kota Kupang

agar berupaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan
pelaku usaha. Hal ini agar apa yang menjadi maksud serta tujuan dari
perda No 3 tahun 2011 dapat tercapai.

2. Pemerintah Kota Kupang perlu memperhatikan keterbatasan anggaran
yang sedang dialami oleh Dinas Kebersihan Kota Kupang mengingat
keterbatasan ini juga berimbas pada kurangnya tersedianya fasilitas yang
dapat menunjang pelaksanaan tugas oleh implementor di lapangan.

3. Pemerintah juga perlu melakukan penambahan tenaga ahli pengelolaan
sampah di Dinas Kebersihan agar pengelolaan sampah di Kota Kupang
tidak sebatas kumpul angkut dan buang tetapi juga dapat dikelolah lebih
lanjut.
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4. Perlu dibangun suatu kerja sama yang baik antara ketiga unsur yang
terlibat dalam pelaksanaan Perda no 3 tahun 2011 yakni Dinas
Kebersihan, Lurah dan Rt serta Rw sekota Kupang. Hal ini agar apa yang

menjadi tujuan dari perda ini dapat terlaksana dengan baik.
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